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BAB IV
ANALISISTERHADAP IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM PERKARA

PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

1. Analisis Pelaksanaan Mediass Dalam Perkara Perceraian Di

Pengadilan Agama Semarang
Tahap pertama yang harus dilakukan oleh hakim dalam

menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadamygklah
mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yargefsera: Yaitu
dengan jalan mediasi, yang mengharuskan hakim wgabeielanjutkan
proses pemeriksaan perkara terlebih dahulu menawarlediasi kepada
pihak yang bersengketa. Penawaran ini bukanlahu shemtuk pilihan
(choice tetapi harus diikuti para pihak. Pada hari sidpegama yang
dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan pahal yang berperkara
terlebih dahulu menempuh mediasi. Ketentuan ini ungrkkan bahwa
para pihak tidak dapat menolak kewajiban yang dibkn pada hakim
untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu sebelperkaranya
dilanjutkan? Sebelum proses mediasi dilakukan, hakim wajib mexikan
penjelasan kepada para pihak mengenai prosedubidga mediasi. Hal
ini penting agar para pihak dapat mengetahui mekaai prosedur dan

biaya mediasi yang harus dikeluarkan dalam prosediasi. Para pihak

! Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agan¥ogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2005, h. 95.

2 Syahrizal Abbas)ediasi Dalam Persperktif Hukum Syariah, Hukum ABiah Hukum
Nasional,Jakarta,Kencana, h.306.
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dapat memilih mediator yang tersedia dalam daftaediator di
pengadilan, baik mediator yang berasal dari hakempun mediator yang
berasal dari bukan hakim. Bila para pihak menunjekliator yang berasal
dari hakim, maka para pihak tidak dikenakan bigyapan, sedangkan bila
para pihak menunjuk mediator yang berasal dari tolilekim, maka para
pihak harus membayarkan jasa mediator, yang juméatergantung pada
kesepakatan.

Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketaltih utama
dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadapu perkara yang
diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakawaka hal itu jauh
lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Usabiadamaikan pihak-
pihak yang berperkara itu merupakan prioritas utaara dipandang adil
dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikaapat berakhir
dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapg weenang, tetap
terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan. Jika tlakasil didamaikan
oleh hakim, maka barulah proses pemeriksaan pedilargutkan

Di Pengadilan Agama Semarang proses perdamaiaraigalgn
mediasi yang berlandaskan pada Perma No.1 Tahuht2@éang mediasi
diharapkan akan lebih optimal, praktis prosesnya titéak berlarut-larut
dalam mendamaikan para pihak yang sedang berperkara

Proses mediasi di Pengadilan Agama Semarang bemgEagan
baik, tetapi tanpa disadari pelaksanaan tersetak 8esuai dengan aturan-

aturan tentang mediasi. Diantaranya berkaitan depgasip kerahasiaan,
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yang mana Pengadilan Agama Semarang belum bisarapkaea prinsip
tersebut. Ini dapat dilihat dari ruang mediasi yerguka, tempat mediasi
yang dimiliki multi fungsi. Tidak jarang ketika pges mediasi berlangsung
banyak petugas yang sedang mengopersikan komputengan itu.
Padahal prinsip ini harus diterapkan agar mediegalan dengan khidmad
dan keberhasilan mediasi dapat dicapai. Hal infg@amempengaruhi para
pihak dalam berkomunikasi dengan mediator. Merékaktdapat bebas
menuangkan apa yang menjadi permasalahannya dak tidbas
menjawab pertanyaan dari mediator karena mereks# pekmasalahannya
diketahui orang lain selain mediator karena ruargdiasi yang titak
tertutup.

Dalam teknis pemilihan mediator, di Pengadilan Ageé®emarang
yang terjadi para pihak tidak pernah melakukan awsyah untuk
memilih mediator, padahal dalam Perma No.1 Tah@32@sal 11 ayai 1
telah disebutkan bahwa “jika para pihak ingin besyawarah terlebih
dahulu untuk memilih mediator, pihak diberi kesetapadua hari kerja
untuk memilih dan menunjuk mediaor”. Hal ini disbkan karena
Pengadilan Agama Semarang tidak mempunyai daftatiatoe, yang
menjadi mediator dalam sengketa para pihak adadémhyang tidak
menangani perkaranya. Jadi disini para pihak tidakat musyawarah
untuk memilih mediator, mediator ditentukan olehjetia hakim. Dari hal
ini seolah-olah Pengadilan Agama Semarangtidak regnkesempatan

para pihak untuk menyampaikan aspirasinya untukifiremediator.
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Mengingat terbatasnya julah mediator di Pengadikgama
Semarang yang memiliki ketrampilan mediasi karemaPdngadilan
Agama Semarang hanya ada satu hakim yang betsartifiediator dan
tidak adanya daftar mediator non hakim, disini d@manemberatkan
pekerjaan hakim karena pekerjaanya akan menjaddld¥lakni sebagai
majelis hakim dan sebaga mediator. Hal ini akan psmaruhi kinerja
hakim sebagai mediator yaitu hakim mediator tidea [secara total dan
sungguh-sungguh dalam melaksanakan proses meR@as$ahal dengan
adanya daftar mediator disini akan mempermudah péinak yang
berperkara untuk memilih mediator yang akan memivgiat dalam
penyelesaian sengketa melalui mediasi. Makin banyakah mediator di
Pengadilan Agama Semarang semakin baik karena ek akan
memilik banyak pilihan mediator, sehingga akanrditkan mediator yang
tepat, memiliki keahlian dan mampu membantu dalaemyelesaian
sengketa mereka.

Mediasi ini mengatur bagaimana tata cara damag ydibantu
oleh pihak yang netral yakni seorang mediator.Mediadapat
mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesamgkeata dan para
pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran medis¢fyagai suatu
alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaiagkséa. Alternatif
penyelesaian yang ditawarkan mediator diharapkan mpuoa

mengakomodasi kepentingan para pihak yang bersendWediasi dapat
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membawa para pihak mencapai kesepakatan tanpaanragtagpihak yang
menang atau ada pihak yang kalaim¢win solutior).

Dan adanya perhatian khusus oleh UU No. 3 Tahurb 2Gla
perkara sengketa keluarga (perceraian) itu mengiada salah satu asas
dari UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakpediulitnya proses
perceraian, sebab didalamnya mengandung pringigipryang bertujuan
untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan yaitu, mientuk keluarga,
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkam#®n Yang Maha
Esa. Sehingga untuk mewujudkan tujuan tersebututalikan suatu
prinsip dasar yang merupakan tata aturan untukuselempertahankan
segala sesuatu yang dapat membuat ketidakberhasijaan utama
tersebut diantaranya yaitu segala penyebab yang tisnimbulkan
perselisihan dalam perkawinan seperti nusyuz, hiracataupun
kekurangharmonisan dalam pergaulan sehari-harmiémupakan tabi‘at
yang tidak akan bisa dilenyapkan dalam kehidupamusia.

Dalam pelaksanaannya setiap terjadi perceraiars ldigjukan di
depan sidang Peradilan Agama. Sehingga Pengadilgama akan
berfungsi sebagai lembaga pengontrol dan penekaariy@ angka
perceraian di Indonesia dengan cara memberikasisddumai pada setiap
kali diselenggarakan persidangan serta memberikamcgrahan dan
membantu menguraikan kekusutan rumah tangga paak yang sedang
dibelit masalah tersebut. Sehingga disamping sedagdaga penegak

hukum, Pengadilan Agama juga memfungsikan diri gabdembaga
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dakwah yang mampu menyatukan kembali bahtera lgdugaing hampir
pecah dengan mengedepankan solusi perdamaian.

Prosedur mediasi ini sangat cocok untuk diterapkalam setiap
perkara perdata yang masuk di Pengadilan Agama r@amakarena
prosedur mediasi mengatur hal-hal yang menyangkotahng proses
kearah perdamaian. Seperti yang telah diungkaplein \Wahyudi salah
satu hakim di Pengadilan Agama Semarang bahwa gieigiasangat
cocok diterapkan di Pengadilan Agama Semarang &adPemma tersebut
adalah sebagai penjabaran dari Pasal 130 HIR d4nREg dan juga
sebagai rasa kepedulian Mahkamah Agung terhadayakaya perkara
yang masuk dan sulit untuk didamaikan, dengan apteanya Perma
tersebut diharapkan upaya perdamaian akan lebilmalptdan dapat
mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan khyau®engadilan
Agama Semarang.

Perma No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi untuk makanjnilai
signifikan mediasi, maka itu sering dihubungkangsnPasal 130 HIR
dan 154 RBg. Pasal ini merupakan bagian dari ptosedri pemecahan
sengketa perdata. Di dalam Pasal tersebut adatdanfiiewajiban) agar
hakim mengupayakan perdamaian. Tanpa ada upayaakia keputusan
apapun yang akan dicapai dianggap batal demi huk@ngan penalaran
begini maka mediasi menjadi mandatori atau wajib.

Sebenarnya para hakim di Pengadilan Agama Semaadgh

beranggapan bahwa proses perdamaian yang selarbarjalan, hampir
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sama dengan proses mediasi, yakni secara kekedmargdan

bermusyawarah. Tetapi mediasi dalam Perma yangibaleh pihak

ketiga yaitu seoarang mediator. Diharapkan dalaosgs mendamaikan
lebih optimal dan dapat mengurangi beban biaya. iDabisa berjalan

dengan baik apabila dijalankan secara profesionakam sekedar
formalitas saja.

Melihat dari tingkat keberhasilan mediasi perceralaPengadilan
Agama Semarang pada bulan Januari sampai JuliyZ0@Psangat rendah
sekali yaitu hanya 9 perkara yang berhasil diméddiasdari 1472 perkara
yang masuk. Bila diprosentasikan hanya ada 0,61%apseyang berhasil
dalam tahap mediasi, sedangkan sisanya 99,39% akamiperkara yang
tidak berhasil dalam tahap mediasi dan harus HQatld®persidangan
selanjutnya. Tingkat keberhasilan disini dirasa gaanrendah sekali
padahal usaha perdamaian ini sangat diutamakamdatap menangani
perkara. Bahkan wajib dilaksanakan sebelum perkardiperiksa. Maka
dari itu hakim mediator harus seoptimal mungkinadalpelaksanaan
proses mediasi.

Dari prosentasi perkara yang berhasil dimediasikah,ini dirasa
sangat minim sekali karena kemungkinan besar pexidandalam proses
mediasi yang dilakukan selama ini hanya bersifatidiaI formal dan
tidakmemperhatikan hal-hal penting dalam proses iasedsehingga
memediasikan para pihak yang berperkara hanya faterfirmalitas

belaka. Disamping menyelesaikan perkara dengandzarei merupakan
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pilihan terbaik akan tetapi hakim juga harus mermaigkan tentang
keadaan keluarga tersebut, dan seharusnya difahlmsan-alasan atau
kejadian-kejadian yang melatarbelakangi mengapa&kaengin bercerai.
Apakah dengan didamaikannya (tidak ada percer#iardkan membawa
kemaslahatan atau tidak. Bila dirasa sudah tidak lagi kemaslahatan
dalam kelanjutan perjalanan keluarga tersebut damtepaian adalah
pilihan yang terbaik maka hakim juga mengemban kbama untuk
menghilangkan kemadharatan yang terjadi antaraphek yaitu dengan
cara menceraikannya. Sehingga walaupun percetaigrahit dirasa akan
tetapi kemadharatan yang menimpanya itu lebih pédgi. Dalam
menyelesaikan perkara ini hakim berpegang padalksdantuan kaedah
figih yaitu :
350l

Artinya: “kemadharatan harus dihilangkan

Juga kaedah:

b Ll Cala (e () s Ll 5o

Artinya: “mencegah segala jenis kerusakan itu harus didakeuudari
pada memunculkan kemanfaatan (kebaikan)”

Dan menurut Wahbah Az-Zuhaili,

Al Al @3 g Lagin (58 2 DYl e Galill e 5 ) juia VI

% Drs. Moh. Adib Bisrj Terjemah Al-Faraidul Bahiyyah (Risalah Qawa-IdjR), Kudus:
Menara Kudus, h. 21.

*Ibid, h. 24.

® Wahbah Az Zuhaili Al Figh Al Islam Wa Adhilatuhyilid 7, Beirut, Damaskus: Daar
Al Fikr, cet ke-3, 1989, h. 529.
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Artinya: “apabila kemadharatan (dalam rumah tangga) itu telayata
dan hakim sudah tidak berhasil mendamaikan lagikamiaakim
dapat menceraikannya dengan talak bain”.

Dalam peraturan perundangan yang menjadi landasayelesaian
perkara di Peradilan Agama, merumuskan asas pei@amaasuk pada
penyelesaian perkara perceraian. Sehingga menaedak hukum apabila
suatu peraturan itu diungkapkan dalam suatu yamkgkpanmaka hukum
yang umum pun harus mengikutinya. Dalam hal inigko#ari keluarga
adalah perkawinan. Sedangkan salah satu yang besautmskannya
adalah perceraian, maka apabila peraturan perdandaidalam hukum
keluarga tersebut dicantumkan bersamaan denganelpsajan dalam
pemeriksaan perkara perceraian, hal ini menunjulkdewa perdamaian

merupakan solusi terbaik bagi segala sengketa giemsjesaikan melalui

Peradilan Agama sesuai dengan kewenangannya.

. Analisi's Hambatan Dalam Proses Medias Perkara Perceraian Di

Pengadilan Agama Semarang

Dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian dgaédan
Agama Semarang banyak sekali faktor yang mempehgantara lain
yaitu faktor teknis dan non teknis. Faktor teknigitly pertama
keterbatasan tempat. Tersedianya ruangan khusug rygeiman untuk
mediasi merupakan faktor penting yang dapat menuyku
terselenggaranya proses mediasi, disamping fakéwahlksiaan. Rasa
nyaman para pihak, juga perlu dijaga dan diperhaiikkarena rasa

nyaman diciptakan oleh kondisi ruangan dimana groseediasi
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dilaksanakan akan mempengaruhi sifat keterbukaaa p#nak dalam
mengungkapkan permasalahannya dan komunikasi eaggad yang lain.
Para pihak tidak perlu merasa takut permasalahadidgsmgar oleh orang
lain yang tidak terkait dengan sengketa merekanggh tidak diketahui
oleh umum.

kurangnya sarana dan prasarana dalam upaya mediiksan
mediasi tersebut untuk menyelesaikan setiap perkarg masuk. Antara
lain yaitu tempat atau ruang mediasi. Tempat médwpainsur penting
yang mendukung terselenggaranya proses mediaspaigrang dimaksud
adalah lokasi dimana mediasi diselenggarakan. Keagan tempat
penyelenggaraan perundingan proses mediasi akarpengaruhi para
pihak untuk membuat kesepakatan-kesepakatan medikai salah satu
pihak merasakan tidak nyaman dengan satu tempké imaapat memilih
tempat lain. Para pihak merasakan tidak nyaman daleggketa mereka
diketahui oleh banyak orang, sehingga melahirk&apsitidak respek
terhadap proses mediasi. Bila hal ini terjadi dapahgancam gagalnya
mediasi. Oleh karenanya, penentuan tempat medasis hbenar-benar
disetujui bersama oleh para pihak yang bersengkkgdiator hanya dapat
menawarkan tempat mediasi, tetapi tidak dapat msan&iehendaknya
untuk menentukan suatu tempat tertentu bagi mediasi

Tidak jarang masalah tempat menimbulkan kesulitanjtama
bagi pengadilan yang padat dan nimimnya bangunan gédungnya.

Begitu juga terjadi di Pengadilan Agama Semaraigkt mempunyai
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ruang khusus mediasi semua ruangan terpakai kéedmgtasnya ruangan
di Pengadilan Agama Semarang. Jadi tidak semuaadédag mempunyai
sarana dan fasilitas ruang khusus yang nyaman pntgles mediasi.

Kedua keterbatasan mediator, yaitu tidak adanya daftadiator
non hakim disini akan semakin memberatkan pekerjaim karena
pekerjaannya menjadi dobel yakni sebagai hakim lmapan hakim
mediator. Padahal dengan adanya daftar mediatior disan memudahkan
para pihak bersengketa memilih mediator yang akamimantunya dalam
penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi. Makanyak jumlah
mediator di pengadilan semakin baik, karena panakpakan memiliki
banyak pilihan mediator, sehingga akan ditemukadiaber yang tepat,
memiliki keahlian dan mampu membantu penyelesaaglseta mereka.

Tidak adanya mediator non hakim, dan yang berpeliaitu
adalah hakim pengadilan sendiri yang belum tentuekae mempunyai
kemampuan dalam bermediasi. Karena dalam bermediagriukan
tenaga-tenaga mediator yang terlatih dan dididéh dembaga-lembaga
professional. Skill akan menentukan berhasil tigakseorang mediator
menyelesaikan sengketa para pihak.

Mengingat peran mediator sangat menentukan etaktifproses
penyelesaian sengketa, maka mediator di Pengadidmma Semarang
harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi terteédyarat bagi seorang
mediator dapat dilihat dari dua sisi yagisi internal mediatordan sisi

eksteral mediator Sisi internal berkaitan dengan kemampuan personal
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mediator dalam menjalankan misinya menjembatanirdangatur proses
mediasi, sehingga para pihak berhasil mencapaipk&atan yang dapat
mengakhiri persengketaan mereka. Sisi eksternakalblen dengan
persyaratan formal yang harus dimiliki mediator adal hubungannya
dengan sengketa yang ia tandani.

Kemampuan membangun kepercayaan para pihak, adidap
yang harus ditunjukkan mediator kepada para pihakwih ia tidak
memiliki kepentingan apapun terhadap penyelesaagketa. la semata-
mata ingin menunjukkan keprihatinan bahwa sengkgag tidak
diselesaikan akan membawa dampak negatif, tidakahlegpada individu,
tetapi juga masyarakat (sosial). Mediator hanya bsrtu para pihak
untuk mengakhiri persengketaan, mengingat setiapugia secara fitrah
ingin bebas dari konflik dan persengketaan. Medidadam memfasilitasi
dan melakukan negosiasi antar para pihak yang rogheta tidak
memihak salah satu pihak. la bersifat netral dataemjalankan proses
mediasi, seperti adil dalam memberikan kesempataa pihak untuk
menyampaikan persoalannya. Mediator tidak melakuttagakan atau
ucapan yang berdampak pada perasaan yang tidakldairsalah satu
pihak.

Dari keterangan yang diberikan Wahyudi di Pengadigama
Semarang hanya ada satu hakim yang bersertifikaiatoe, yakni dia

sendiri. Walaupun dibolehkannya hakim yang menjaédiator bukanlah

® Syahrizal AbbasQp.Cit,h, 60.
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hakim yang bersertifikat mediator, disini harus iimel sejauh mana hakim
mampu menjalankan tugasnya atau terbatasnya kelaant@kim untuk
melakukan mediasi, yang mana mediasi disini merkanusejumlah
ketrampilan ¢kill) yang harus diasah, sehingga akan memudahkan
penyelesaian sengketa para pihak melalui jalur dataa mediasi. Karena
mengingat kasus-kasus yang diselesaikan melalyaugamai sangatlah
terbatas yang berhasil dilakukan. Jadi trainingrhalkntuk melaksanakan
mediasi menjadi kebutuhan mendesak bagi para haldlam rangka
menjalankan amanah Peraturan Mahkamah Agung RIINta@un 2008.
Mengingat terbatasnya jumlah hakim di PengadilaramAg Semarang
yang memiliki ketrampilan mediasi dan tidak adadgdftar mediator non
hakim

Ketiga, jangka waktu mediasi yang terlalu panjang, yaitanak
memperlambat penyelesaian perkara karena lamanyktu wantuk
melakukan proses mediasi. Jadi bagi perkara yadgk tiberhasi
dimediasikan semakin menambah waktu perkara terskérdiam di
pengadilan.

Faktor non teknis yaitypertama,kurangnya sosialisasi bagi para
pihak, yaitu: mereka mengikuti proses mediasi bukarena keinginan
hati, bukan karena mereka melihat ada peluang Yailg dari mediasi
atau mereka melihat keuntungan dari mediasi. Tédgna kekhawatiran
putusan mereka akan batal demi hukum apabila tidakgikuti proses

mediasi sebelumnya. sini dikarenakan kesadaran aresgt mengenai



99

mediasi sangat kurang. Banyak masyarakat yang nsmaimediasi
hanya sekedar bertemu dengan pihak ketiga sebagdiator tetapi
mereka tidak melihat ada manfaat dalam mediasi itu.

Kedua, adanya pihak ketiga, salah satunya ialah perankativo
Sikap dukungan ataupun penolakan baik secara skspiaupun implisit
para advokat terhadap penggunaan mediasi wajib yamgtegrasi ke
pengadilan, hal ini menentukan keberhasilan danadgagn mediasi
tersebut. Mereka berusaha menggiring kliennya utitialk berhasil dalam
proses mediasi, karena bila kasus yang ditangardapat terselesaikan
secara cepat, yaitu berhasil dimediasi maka meak&a menerima honor
lebih kecil. Begitu juga sebaliknya, jika perkamnyg ditanganinya dapat
dimenangkan, mereka akan memperoleh honor yang kdsar, mereka
beranggapan mengapa harus dimediasikan sementgakimgjika perkara
yang ditanganinya akan keluar sebagai pemenang. rBaiggka praktek
mediasi bisa mengancam mata pencaharian mereka.

Ketiga, I'tikad baik dari para pihak juga merupakan satatu
faktor yang menentukan keberhasilan mediasi di geifan, lemahnya
pengetahuan para pihak yang bersengketa mengenatukgan yang
didapat bila sengketa mereka diselesaikan melauiasie akibatnya
sedikit sekali munculnya i'tikad baik dari para @khuntuk saling mencari
alternative guna menyelesaikan sengketa. Tanpayaddikad baik dari

para pihak perdamaian tidak akan tercapai. Untukcegah adanya pihak
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yang bersikap tidak kooperatif, i'tikad baik parhgk merupakan modal
penting atau kunci keberhasilan bagi upaya merjalaproses mediasi.
Keempat.tidak hadirnya salah satu pihak, sering kali pilyakg
berperkara tidak hadir dalam persidangan walauplah dipanggil secara
patut dua kali berturut-turut, hal ini lah yangaecotomatis menyebabkan
mediasi gagal dan perkara harus dilanjutkan pesegiknya oleh majelis

hakim.



